KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 23/ SB/2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

bahwa Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan
secara resmi Nota Pengantar terhadap Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 pada Rapat Paripurna tanggal
10 November 2020;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud huruf a diatas, telah dibahas Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara republikIndonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012
tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Memperhatikan . 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005 s.d 2025;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD
2016-2021;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;

Pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan
pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir tanggal 25
November 2020;

2. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 yang disampaikan pada Rapat Paripurna
tanggal 25 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU , Menyetujui Rancangan Pgraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 berjumlah sebesar Rp 6.718.722.813.929- dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 6.518.722.813.929
2. Belanja Daerah Rp. 6.718.722.813.929
Surflus/ Defisit Rp. (200.000.000.000)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 220.000.000.000

b. Pengeluaran Rp. 20.000.000.000



KETIGA

Pendapatan Daerah, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

2. Pendapatan Transfer Rp.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp.
Yang Sah

1.1. Pendapatan Asli Daerah

Rp. 2.333.922.757.251
4.148.761.788.700
36.038.267.978

a. Pajak Daerah Rp. 1.821.253.993.000
b. Retribusi Daerah Rp. 25.730.000.112
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 103.400.743.927
Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Rp. 383.538.020.212
Daerah Yang Sah
2.1. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer Rp. 4.148.761.788.700
Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan Rp. 4.098.046.246.700
2) DID Rp. 50.715.542.000
3.1. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah terdiri dari jenis
pendapatan
a. Pendapatan Hibah Rp. 11.917.600.000
b. Lain-lain Pendapatan Yang Rp. 24.120.667.978
Sah sesuali Ketentuan
Peraturan Per Undang-
Undangan

Belanja Daerah, terdiri dari :

1. Belanja Operasi Rp. 5.069.954.412.387
1.1 Belanja Pegawai Rp. 2.163.789.479.792
1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.024.235.378.545
1.3 Belanja Subsidi Rp. 6.900.000.000
1.4 Belanja Hibah Rp. 875.029.554.050

2. Belanja Modal Rp. 685.022.375.991

3. Belanja Tidak Terduga Rp. 50.000.000.000

4. Belanja Transfer Rp. 913.746.025.551
4.1 Belanja Bagi Hasil Rp. 873.266.359.900
4.2 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 40.479.665.651

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Rp. 220.000.000.000
SILPA Rp. 220.000.000.000

2. Pengeluaran Rp. 20.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah Rp. 20.000.000.000
- Bank Nagari Rp. 15.000.000.000
- PT. Jamkrida Rp. 5.000.000.000

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU

sebelum ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah terlebih dahulu dilakukan Penanda
Tanganan Berita Acara Persetuyjuan Bersama antara
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



KEEMPAT : Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA
diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
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